
G U BERN UR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 6TAHUN 2006

THVTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDIUISTTUK SEKTOR PERTANIAN

TAHUN 2006

GUBERNURSU LAWESI TENGGARA

Menimbang :
a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan

produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam
rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

b
. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan menyediakan

pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani,
dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi unLuk sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2006 dengan keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah T'ingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No.
94,Tambahan Lembaran Negara No. 2687);
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2
. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- K

etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Flewan

(lembaran Negara Tahun 1967 No. 10 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2824);

3
. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi

daya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3478).

5
. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4411).

6
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

7
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
(Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952)

9
. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk

Budidaya Tanaman f Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/
2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk
An-Organik;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
70.MPP/Kep/2/2003 tentang Keputusan Menteri
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Perindusbian dan Perdagangan Nomor 3 06,lMPPlKepl4l
2003.dan KeDutusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 3 S6IMPP I Kepl5lz0O4tentang
Pergadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsHi untuk Sektor
Perbnian;

Keputusan menteri Pertanian Nomor 237 lKofl/Ol.zlql 4l
2003 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan,
Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

fcputusan Menteri Pertanian Nomor 3zglKWlOf.2IOl 4l
2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik.

Kepuhisan Menteri Perird6bhn dan Perdagangan Nomor
634lMPPlKepl9l2OO2, tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan abu Jasa yang Eeredar di Pasar

Menetapkan

15. Peraturan Menterl Pertanian Nomor sos/Kpts/SR. 130/
1212005 tentang lcbutuhan dan HargE Eceran Tertinggi
(HFD Pupuk Bersubsudi untuk sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2006

MEMIMJSKAN

: PBATIRIWGTFAII|RSU Ii,ESIIEIaGGARAIE{IAI{G
KEBUruHAN DAN HITRGA ECERAII TERTINGGI GET)
PTPT'(BCRSFSIDI[r{N'(SE(IORPRTAI{IAI{TA}IJT{
ANGGARAI{2(N6

Pasal 1

Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan

unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

2. Pupuk bersubsidi adahh pupuk )rang pengadaan dan penlialunnnya ditataniagakan
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi

atau kelomDok tani.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman

yang meliputiTanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan HUauan

Makanan temak,
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Usaha Bdldala Tanaman adalah semua usaha untuk membudidqfakan bnaman
secara terus mFnerus.
Pebniadalah perorirngan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan,
milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman
hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai
dengan peraturan perundangan,
Perkebunan adalah pelorangan wa196 Negara Indonesia yang mehkukan usaha
perkebunan dengan sl(ala usaha tidak mencapaiskala tertentu.

7. Peternakan adalah omng yang mengusahakan lahan, milik sendiriatau bukan,
untuk bdidaya tananEn hFuan makanan temal! yarE dahm kegiatan usatunya
tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peran rdn perundangan.

8. Produsen adalah perusahaan yang memprcduksi puprk Urca, NPK ZA dan atau
SP-36 di dalam negeri, )ang terdiri dan Ff Pupuk Sriw$qia, PL Pupuk Kujang,
P|: Pupuk Kalimantan Timur, P[ Pupuk Iskandar Muda dan PI peuokimia Gresik

9. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen pupuk
unfuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk
bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau
kelompok tani melalui RDKK diwilayah yang menjaditanggung jawabnya.

10. PerEeer resmiadahh perorargan atau badan usaha png ditunjukoleh distributor
unfuk melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara larpsung kepada konsunnn
akhk (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung
jawabnya.

11. Kelompoktaniadahh kumpulan petani yang mempunfai kesamaan kepentingan
dalam memanhatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan
produktivitas usahabni dan kesejahteraan anggotanya dahm mengusahakan
lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang
dikukuhkan ohh BupaU/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

12. Rencana MnitT KebuUhan Kebmpok (RDKK) pnpuk bemubsii adalah kehtuhan
kelcrnpokyang d'nrun berdasarlon musfawarah arEgota kekrnpok tani mengiacu
pada rekomendasi pemupukan sp€sifik lokasi yang akan dibelioleh petani.

13. Komisi PengEwasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi inshnsi
terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubemur
untuk Tirpkat lGbupaten/Kota.

14, Tenaga pendampingan Maq@rakat CrPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk
oleh Direktur Jerderal TananEn Pangan, dan dihtih untuk mernbanhi pelakanaan
pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh
produsen, distributor, pengecer, pupuk dan atau kelompok tani.

15. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat Pusat adalah'l-im Pengawas yang
anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian.
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15. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dan produksi dalam negeri
maupun imporyang dilakukan oleh produsen.

17. Lini-l adalah lokasi gudang pupuk diwilayah pabrik pupuk dalam negeri atau
diwilaph pelabuhan tujuan unfuk pupuk impor.

18. UnFIV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau ditetapkan distributor.
19. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dan Lini-1 sampai dengan Lini-

IV (peng,ecer resmykelompok tani)

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya bnaman
oleh @nf pel€bun dan @ma( bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan
tanaman pangan, perusahaan hortikulfura atau p€rusahaan peternakan.

Pasal 3

(1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsididihitung berdasarkan usulan kebutuhan
pupuk dan seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kab/Kota
dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuktahun 2005.

(2) Pupukyang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk
Urea. ZA, SP-35 dan NPK dengan komposisi 15:15:15.

(3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi
labeltambahan yang berbunyi"Pupuk BersubsldiPernerintah" }rarE mudah dibaca
dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

(1). Kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud dalarn pasal3 a)rat (1) untukTahun
Anggaran 2005 dirinci menurut kabupaten/kota, jenis dan jumlah seperti
tercantum pada lampiran I sarnpaidengan lampiran 6 Peraturan ini,

(2). Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih
lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebamn bulanan yang disahkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(3). Apabila permintaan pupuk di wilayah teftentu melebihi kebutuhan pupuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bupati/Walikota rnengusulkan tambahan
alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubemur.

(4). Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat dilalukan melalui realokasi pupuk dan wibyah lain atas persetujuan
Menteri Pertanian .

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk benubsididilakukan
sesuai derEan ketenhian perafu ran Perundarg-undarpan dibilang perdagngan
pupuk.

(2) Produsen, distibutor, dan pengecer resmiyang ditunjuk dahm penjualan pupuk
bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan
petani dan m€njualnya sesuai Harga Ecemn Tertinggi (IIEU).

(3) Penyaluran pupuk oleh prcdusen, disbibutor, pengecr rcsmi kepada kelompok
tani dilakkan melalui sistem tertJtup y€ng didasarkan pada POK( )arE disehjui
oleh petugas teknis/penyuluh/Kepala Cabang Di nas(KC D)/Kepala Pertanian
Ke€amatan (KPK) seternpat.

(4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta harga pupuk bersubsidi
sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yarE mudah terlihat dan dibaca
oleh pembeli.

(5) Pihak produsen be*ewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan
dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

(1). Harga Eceran Teftinggi (HED Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Pupuk Urea = Rp. 1.050,- Per Kg;
b. Pupuk ZA = Rp. 950,- Per Kg;
c. PupukSP-36 = Rp. 1.400,- Per K9;
d. Pupuk NPK = Rp. 1.600,- Per Kg

(2). Harga Eceran Tertinggi (HEI) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 Kg, dan untuk pupuk NPK dalam
kemasan 50 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi
secara tunai.

Pasal 7

(1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi dan Kabupaten/ Kota
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyalumn dan penggunaan
pupuk bersubsidi diwilayahnya.
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(2). Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serb harga pupuk bersubstdi
ditingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa dilakukan oleh Komisi Pengawas
Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota dengan dibantu oleh Tenaga
Pendampingan Masyarakat CfpM) yang ditunjuk,

Pasal 8

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dikabupaten/kota wajib
menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi
diwilayah kerjanya kepada Bupati/1A/alikota

(2) Bupati/Walikoh menyampaikan laporan hash pemantauan dan pengawasan
pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi menyampaikan laporan
hasH pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan hash pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubsidisebagaimana dimaksud pada ayat (3) set-ta laporan dan Bupati/
Walikota sebagairnana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Pertanian
dan Tim Pengawas Pupuk BersubsidiT'ingkat Pusat.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan Di : Kendari
Padatanggal :6-1-2006

GUBERI{URSUIAU'ESX TEIIGGARA

cap/ttd

AtI MAZI

LAMPIMI{ PEMTURAI{ GUBERNUR. SUI.AWESI TENGGARA
M)lrlOR :6Tahun2006
TANGGAL' : 30 Januari 2dl6

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTAI{HN TAHUT{ 2006

GUBERT{UR SUI.AWESI TENGGARA

@p/ttd

AtI MAZI

SUB SEKTON UREA sP-36 ZA NPK

Trnrnrn prngan dan

HolHkultura

Pcrkcbunai

Pctcrnakrn

12.016

L942

42

3.3{}8

rs74

18

5g)

4L7

3

82

98

lntlah $.(m 5tno 1fi)o 5m
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IAMPIMN PEMTUMN GUBERNUR SUI.AWESI TENGGAM
NOMOR :6Tahun 2006

TANGGAL : 30 lanuari 2006

krguruHlt{ pupuK BERsuBsrDr sEtcoR pERTANTAN TAHUN 2006

GI'BERI{UR SUI.AI'I'ESI TENGGARA

cap/ttd

AtI MAZI

I.AMPIMN PERATUMN GUBERNUR SUIAWESI TENGGAM
NOMOR : STahun 2006
TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEI(TOR PERTANIAN TAHUN 2006

q,BERilUR S'|.T'I'ESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

Kab/Kota urea SP-36 ZA NPK
.I
2
3
4
5
5
7
a
9
10

KO(a Kenoirl
Koriawe
Konarve Sel€titl
Koldca
Bombala
Kota banbar
Butqr
l"llr|8
Kolaka utra
Wakatobl

rour59
2,7CEt,*
1.752,5
6.718,(B
ffiF
4ret7
588/lB

LA2.&A
s18A6
4a'65

2br5u
772;rO
61982.

2.()53,5
171,89
51145

5$,38
w,l2
148,65

l(nr9
tgTrLo
Sro|e
64U

&%78{

brIL
lTrll
51110
97r4.
4r72

3O/,5D
2As

1q4)
3;70

,tnldr l5m 5ocx) l.om 5(D

ilo cn SErTm ITN'THil l.ri rB W m EI IIM lll AGIISI IEP 0xr il09 D[S

I
ry6At/ lz0l6,m 1517,6 5"r,m F,m m,m t.oal,l! 974,m 99,m 652,m n9,m L078,m LE5,m t.zB,8
Dflt
NTIMW

PERrcWM'I
ECIL

2.912,6 3,1,69 230,7[ 4,61 259,I 230,59 195/21 t59,72 lm,a2 ?6l;73 z/6,6
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I.AMPIMN PERATURAN GUBERNUR SUI.AWESI TENGGARA
NOMOR :6Tahun 2006
TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

GUBERI{UR g'IATi'ESI TENGGARA

crplttd

A LI MAZI

I.AMPIRAN PEMTUMN GUBERNUR SUI-AWESI TENGGAM
NOMOR :6Tahun 2005
TANGGAL :30"Januari2005

KEBUTUHAN PUruK ZA BERSUBSIDI SEI(rOR PERTANIAN TAHUN 2006

GUBERNUR SI'IAVIISI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

I TM
PM 3.S,rD s.m 24Lm 66,m ?f,2,8 261,m a,m 2€6,m l5r,m 179,m 31Lm R,B 1T,m
N
nr!(lTtna

3 ruMN L671,m ts,m tzp 129,6 1'3,m 13"m 116,m lotm 79,m 9Lm 1$,m t'F,s zL,m
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